
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI 

PUBLIK (KIP) PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

(Studi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan) 

 

 

 

 

TESIS 

 

 
Untuk Memenuhi Persyaratan  

Memperoleh Gelar  Magister Ilmu Administrasi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
OLEH 

LUTFIYAH 

22002091005 

 

 
UNIVERSITAS ISLAM MALANG 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI 

 
 

2023



ABSTRAK 

ix 

 

 

 
 

Lutfiyah. Npm 22002091005. 2022. Tesis berjudul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) PEMERINTAH KOTA 

PASURUAN (Studi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota pasuruan). 

Diajukan kepada UNIVERSITAS ISLAM MALANG untuk memenuhi Sebagian 

persyaratan memperoleh gelar Magister ilmu Administrasi Publik (M. A.P) di 

UNIVERSITAS ISLAM MALANG (UNISMA). Pembimbing utama Dr. H. Slamet 

Muchsin, M. Si dan pembimbing pendamping Dr. Rini Rahayu Kurniati, MSi 

 

 
Latar belakang dari penelitian ini adalah keterbukaan badan public dalam memberikan 

informasi kepada masyarakat merupakan tanggung jawab yang wajib dijalankan sesuai 

dengan amanat UU KIP. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) di 

Kota Pasuruan memiliki peran tersendiri terutama untuk masyarakat Kota Pasuruan. Dinas 

Kominfo ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan pusatnya mendapatkan 

informasi. Hal tersebut bertolak belakang dengan kondisi portal yang dikelola Dinas 

Kominfotik, tidak semua satuan kerja memiliki profile dan data yang lengkap, sehingga 

keberadaan www.pasuruankota.go.id kurang di rasakan manfaatnya bagi masyarakat. 

Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisi tahapan Dinas 

Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Kota Pasuruan dalam 

mengimplementasi kebijakan UU KIP No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (KIP). (2) Mendeskripsikan hambatan apa saja yang muncul dalam implementasi 

kebijakan UU KIP No 14 Tahun 2008 tentang Tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(KIP) (3) Memahami keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan UU KIP No 14 

Tahun 2008 tentang Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

membutuhkan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antara analisis atau konsepsecara 

mendalam mengenai hubungan-hubungan konsep yang dikaji secara empirik. Adapun 

pengumpulan data menggunakan beberapa metode seperti ; (a) observasi (b) wawancara 

(c) dokumentasi. Teknik analisis data penelitian menggunakan tiga Langkah kegiatan yaitu 

; reduksi data, display data dan verifikasi data. 

 

Hasil dari penelitian ini adalah ; (1) tahapan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 

Pemerintah Kota Pasuruan dalam mengimplementasi kebijakan UU KIP No 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). (a) Identifikasi Isu Strategis dalam 

Upaya Implementasikan KIP. (b) Rencana Tindak Lanjut dalam Mendorong Upaya 

Implementasi KIP. (c) Hasil Pelaksanaan Kebijakan/Program dalam Mendorong Upaya 

Implementasi KIP. (2) Hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan UU KIP (a) 

Tidak mengalami hambatan dalam komunikasi. (b) Tidak mengalami hambatan dalam 

sumber daya (c) Tidak mengalami hambatan dalam struktur birokrasi. (3) Keberhasilan 

dalam mengimplementasikan kebijakan UU KIP No 14 Tahun 2008. (a) Menjamin hak 

warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan public. (b) Mendorong 

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. (c) Meningkatkan 

peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. (d) Mewujudkan 

penyelenggaraan negara yang baik. (e) Mengetahui alasan kebijakan publik. (f) 

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Kata kunci : Keterbukaan Informasi Publik, Kota Pasuruan 

http://www.pasuruankota.go.id/
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The background of this research is that the openness of public bodies in providing 

information to the public is a responsibility that must be carried out in accordance with 

the mandate of UU KIP. The Office of Communication, Informatics and Statistics 

(Diskominfotik) in Pasuruan City has its own role, especially for the people of Pasuruan 

City. The Ministry of Communication and Informatics is really needed by the 

community because the center gets information. This is in contrast to the condition of 

the portal managed by the Kominfotik Office, not all work units have complete profiles 

and data, so that the existence of www.pasuruankota.go.id is of little benefit to the 

community. 

Therefore the aims of this study are (1) to analyze the stages of the Pasuruan City 

Government Information Communication and Statistics Service in implementing the 

KIP Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure (KIP). (2) 

Describe the obstacles that arise in implementing KIP Law No. 14 of 2008 concerning 

Public Information Disclosure (3) Understanding success in implementing KIP Law 

No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure (KIP). 

This study uses a qualitative research approach, namely research that requires a deep 

understanding of the interactions between analysis or concepts in depth regarding 

empirically studied conceptual relationships. The data collection uses several methods 

such as; (a) observation (b) interview (c) documentation. The research data analysis 

technique uses three activity steps, namely; data reduction, data display and data 

verification. 

The results of this study are; (1) stages of the Pasuruan City Government Information 

Communication and Statistics Service in implementing the KIP Law No. 14 of 2008 

concerning Public Information Disclosure (KIP). (a) Identification of Strategic Issues 

in Efforts to Implement KIP. (b) Follow-up Plans in Encouraging KIP Implementation 

Efforts. (c) Policy/Program Implementation Results in Encouraging KIP 

Implementation Efforts. (2) Obstacles that arise in the implementation of UU KIP 

policies (a) There are no obstacles in communication. (b) Not experiencing obstacles 

in resources (c) Not experiencing obstacles in the bureaucratic structure. (3) Success 

in implementing KIP Law No. 14 of 2008. (a) Guaranteeing citizens' rights to know 

plans for making public policies. (b) Encouraging public participation in the process 

of making public policies. (c) Increasing the active role of the community in making 

public policies. (d) Realizing good governance of the state. (e) Knowing the reasons 

for public policy. (f) Developing science and educating the life of the nation. 

 
Keywords : Public Information Opennes, Pasuruan City 

http://www.pasuruankota.go.id/


 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Konteks Penelitian 

 

Bergulirnya reformasi telah membawa perubahanparadigma dalam sistem 

pemerintahan di Indonesia, dimana transparansi sebagai salah satu aspek tata 

kelola pemerintahan yang baik (good govermance) menuntut 

penyelenggaraan pemerintahan yang semakin terbuka. Prinsip transparansi 

menjadi semangat bagi negara demokrasi dengan mengakui kedaulatan 

rakyatnya untukterlibat dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan 

maupun melakukan kontrol sosial dalam proses penyelenggaraan 

pemerintah untuk melayani kepentingan publik dan melaksanakan 

pembangunan. Melalui semangat keterbukaan (transparansi), negara 

memberikan ruang kepada publik untuk dapat mengaksesinformasi-informasi 

terkait kepentingan publik yang dikuasai oleh pemerintah. Melalui 

semangat transparansi ini juga menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang 

bersih, transparan, dan akuntabel. 

Setiap warga negara Indonesia dijamin oleh konstitusi (UUD 1945) 

untuk berkomunikasi dan bebas mengakses informasi. Atas dasar ketetapan 

dalam UUD tersebut itulah maka pemerintah menerbitkan UU Nomor 14 

Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) sebagai 

komitmen pemerintah untuk membuka pintu masuk era keterbukaan publik
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di Indonesia sekaligus sebagai dasar pelibatan publik untuk mengetahui 

proses dan alasan pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan 

dan kepentingan publik, proses pelaksanaan maupun evaluasi praktik 

penyelenggaraan pemerintahan di setiap tingkatan mulai dari pemerintah 

pusat sampai ke daerah. 

UU KIP berhasil disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2008. UU KIP secara 

efektif diberlakuakan pada tanggal 30 April 2010. Dimana dengan masa 

persiapan selama 2 (dua) tahun untuk mensosialisasikan bagi Badan Publik 

untuk memersiapkan pelaksanaan UU KIP Agar pelaksanaan UU KIP 

berjalan dengan baik di setiap lini birokrasi pemerintah baik pusat maupun 

daerah. Badan Publik yang dipercayai untuk mensosialisasikan UU KIP ini 

adalah Komisi Informasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 

sebagai leading sector dari KIP. 

Keterbukaan badan publik dalam memberikan informasi kepada 

masyarakat merupakan tanggung jawab yang wajib dijalankan sesuai 

dengan amanat UU KIP. Untuk mewujudkan tersebut, maka perlu didukung 

dengan komitmen semua elemen pemerintahan dalam menjalankan UU 

KIP. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik erat kaitannya dengan 

pelayanan publik. Secara korelasi, jika pelayanan publik itu baik, maka 

penyelenggaran negara juga bisa berjalan dengan baik. Sejalan dengan itu, 

jika pelayanan publik baik masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan 

kontrol terhadap pemerintah. 



3 
 

 

 

 

Namun, pada realita yang ada sejak tahun 2010-2018 Komisi Informasi 

Jawa Timur yang merupakan salah satu Badan Publik yang membidangi UU 

KIP menerima kasus sengketa informasi publik di Jawa Timur sebanyak 

kurang lebih 1400 kasus. Ini membuktikan bahwa budaya birokrasi badan 

publik di Jawa Timur masih sangat tertutup dan sulit untuk diakses oleh 

masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan permintaan informasi publik. 

Ini membuktikan bahwa hadirnya UU KIP sebagai sebuah upaya untuk 

memecahkan problem tersebut belum terwujud dan menjadi sebuah 

tantangan besar di tengah-tengah budaya birokrasi yang tertutup dan sudah 

mengakar sejak zaman orde baru dulu. 

Pada tahun 2017 Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfotik dibagi 

menjadi dua dinas yang berbeda. Salah satu tugas dari Dinas Kominfotik 

adalah mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. 

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2016 maka 

dibentuklah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik di tahun 2017 

untuk bisa memaksimalkan dalam menjalankan keterbukaan informasi 

publik. Pada Dinas Kominfotik kota Pasuruan keterbukaan informasi publik 

dikelola oleh Seksi Pelayanan Informasi Publik. Sebagai dinas baru tentu 

petugas harus merancang hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokoknya 

salah satunya adalah menyebarluaskan informasi publik yang termasuk 

dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Ketika Dinas 

Kominfotik masih bergabung dengan Dinas Perhubungan, maka seharusnya 

petugas Dinas Kominfotik yang bertanggung jawab dalam mengelola 
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informasi publik harus mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. 

Mengingat Diskominfotik merupakan Dinas yang baru berdiri pada Tahun 

2017, perlu persiapan ataupun Langkah strategis untuk 

mengimplementasikan UU KIP. 

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2016 

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Kota Pasuruan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

di bidang komunikasi dan informasi publik, teknologi informatika serta 

bidang statistik, persandian dan pengamanan informasi yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan. 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan 

mempunyai tugas membantu pemimpin daerah melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 

yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi 

perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi 

Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Goverment, Bidang 

Layanan e-Goverment, dan Bidang Statistik. 

Menindak lanjuti UU KIP, Pemerintah Kota Pasuruan merespon dengan 

membentuk PPID yang menangani pelaksanaan pelayanan informasi dan 

keterbukaan informasi publik di lingkungan PemerintahKota Pasuruan. Hal ini 

tertuang pada Keputusan Walikota Pasuruan No. 188/292/423.011/2017 

tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah 
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Kota Pasuruan. Dimana Diskominfotik memiliki kewajiban untuk 

menjalankan kebijakan KIP agar tujuan dari undang-undang tersebut dapat 

tercapai. Diskominfotik sendiri merupakan PPID pembantu atau sebagai 

leading sector dalam menjalankan UU ini. 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) di Kota 

Pasuruan memiliki peran tersendiri terutama untuk masyarakat Kota 

Pasuruan. Dinas Kominfo ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

dikarenakan pusatnya mendapatkan informasi. Melakukan aktivitas mencari 

informasi dari berbagai sumber baik dari sumber langsung maupun tidak 

langsung. Sumber langsung ialah dari lembaga pemerintah, dunia usaha dan 

lembaga layanan informasi lainnya dan pemuka pendapat atau tokoh-tokoh 

masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu. 

Sumber tidak langsung ialah melalui kelompok cetak dan elektronika 

termasuk juga internet. 

Sebagian besar masyarakat kota Pasuruan tidak memahami tentang 

keterbukaan informasi publik karena msayarakat kota Pasuruan tidak 

memahami apa saja bentuk informasi yang digunakan oleh pemerintahan 

kota Pasuruan dalam upaya implementasi keterbukaan informasi publik. 

Salah satu contoh dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hal 

tersebut adalah sebagian masyarakat kota Pasuruan mengetahui bahwa 

setiap ada pembangunan sarana publik maka selalu tersedia pengumuman 

tentang batas waktu, pengerjaan, biaya dan sebagainya tetapi masyarakat 

tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupakan upaya dari implementasi 
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keterbukaan informasi publik. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya 

sosialisasi yang dilakukan oleh pemerimtahan kota Pasuruan terkait dengan 

keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat kurang memahami 

berbagai upaya yang dilakukan pemerintahan kota Pasuruan dalam rangka 

implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. 

Selain daripada itu, isu strategis lainnya yaitu masih kurang efektifnya 

publikasi aktivitas pemerintah daerah pada media cetak, media elektronik 

dan media social, belum optimalnya pengelolaan website Pemerintah Kota, 

belum dimilikinya sarana pelayanan informasi publik yang terintegrasi 

sebagai sebuah perwujudan SMART CITY, belum diberdayakannya 

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai kepanjangan tangan 

Kominfo di tingkat kelurahan, belum terintegrasinya data sektoral untuk 

menyusun statistik pembangunan, belum adanya komitmen di tingkat kota 

untuk transparansi pemerintahan melalui PPID dalam rangka rencana aksi 

daerah untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, masih rendahnya 

pemanfatan data dan statistik pembangunan sebagai dasar penyusunan 

kebijakan pembangunan 

Hal tersebut terlihat dari kondisi portal yang dikelola Dinas Kominfotik 

pada saat itu, tidak semua satuan kerja memiliki profile dan data yang 

lengkap, sehingga keberadaan https://kominfo.pasuruankota.go.id/    dan 

website Pemerintah Kota https://pasuruankota.go.id/ kurang di rasakan 
 

manfaatnya bagi masyarakat. Keadaan ini belum sejalan dengan Undang- 

Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dimana 

https://kominfo.pasuruankota.go.id/
https://pasuruankota.go.id/
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setiap badan publik wajib menyediakan data kegiatan dan program yang 

menggambarkan profile satuan kerja terkit, meskipun pemerintah Kota 

Pasuruan telah menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Pasuruan yang 

mewajibkan masing-masing OPD mengelola dan melengkapi data informasi 

pembangunan daerah. 

Diterbitkannya Keputusan Walikota Pasuruan No. 188/292/423.011/2017 

tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota 

Pasuruan. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan serius 

menindaklanjuti UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik yang diberlakukan pada tahun 2010 dan diterapkan di Kota Pasuruan 

pada tahun 2017. Berikut kami rangkum dalam bentuk roadmap: 

 

 

 

 
 

 
Disahkan DPR 

Menjadi UU KIP 

 

Diterapkan Pada 

Seluruh Instansi 

Diskominfotik Kota 

Pasuruan 

Menerapkan UU KIP 

Melanjutkan 

Menerapkan UU 

KIP 

UU KIP berhasil 

disahkan oleh 

DPR menjadi 

Undang-Undang 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

pada tanggal 30 

April 2008 

UU KIP secara 

efektif 

diberlakuakan pada 

tanggal 30 April 

2010. Dimana 

dengan masa 

persiapan selama 2 

(dua) tahun untuk 

mensosialisasikan 

bagi Badan Publik 

untuk memersiapkan 

pelaksanaan UU KIP 

Agar pelaksanaan 

UU KIP berjalan 

dengan baik di setiap 

lini birokrasi 

pemerintah baik pusat 

maupun daerah 

Diskominfotik Kota 

Pasuruan Menerapkan 

UU KIP. Menindak 

lanjuti UU KIP, 

Peerintah Kota 

Pasuruan merespon 

dengan membentuk 

PPIDyang menangani 

pelaksanaan pelayanan 

informasi dan 

keterbukaan informasi 

publik di lingkungan 

PemerintahKota 

Pasuruan. Hal ini 

tertuang pada 

Keputusan Walikota 

Pasuruan No. 

188/292/423.011/2017 

Diskominfotik 

Kota Pasuruan 

dalam 

mengimplementasi 

kan UU KIP dari 

tahun ketahun tetap 

konsisten dan terus 

mengupayakan 

adanya perbaikan. 

Hal ini tertuang 

pada keputusan 

Walikota Pasuruan 

No. 

188/228/423.011/2 

021. 
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Mengingat, Pelaksanaan UU KIP harus berpegang pada prinsip/asas 

bahwa (a) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap 

Pengguna Informasi Publik; (b) informasi Publik yang dikecualikan bersifat 

ketat dan terbatas; (c) setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap 

Pemohon Informasi Publik dengan cepatdan tepat waktu, biaya ringan, dan 

cara sederhana; (d) informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai 

dengan Undang-Undang kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada 

pengujian tentang konsekuensiyang timbul apabila suatu informasi diberikan 

kepadamasyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa 

menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar 

dari pada membukanya atau sebaliknya. Berdasarkan peraturan tersebut maka 

upaya yang dilakukan Pemkot Pasuruan dalam mewujudkan KIP dengan 

mengikuti perkembangan jaman dengan memanfaatkan sejumlah media 

sosial di antaranya website https://kominfo.pasuruankota.go.id/, facebook 

Diskominfokotapasuruan, dan instagram @kominfokotapasuruan. Di 

lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan pelayanan informasi dan informatika 

menjadi kewenangan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. 

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan 

melalui peningkatan perluasan tugas fungsi yang semula melaksankan 

fungsi perhubungan dikembngkan untuk melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, serta bidang 

statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan. 

https://kominfo.pasuruankota.go.id/
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Indikator kepuasan masyarakat merupakan standard yang harus 

dipenuhi oleh setiap badan penyelenggara pelayanan publik termasuk 

lembaga pemerintah, namun tidak demikian bagi aparatur, faktanya mereka 

kurang mendukung upaya reformasi dalam tubuh birokrasi. Hal tersebut 

terlihat dari perilaku aparat yang kurang antusias dalam menyikapi tuntutan 

masyarakat, sikap kurang produktif dan memiliki orientasi pelayanan yang 

rendah adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri aparat. Meskipun 

Pemerintah Pusat Melalui MENPAN RB berupaya meningkatkan pelayanan 

publik melalui pemberian penghargaan capaian akuntabilitas kinerja terbaik 

bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pemerintah 

kota/kabupaten tahun 2017 namun tingkat kepuasan masyarakat masih 

rendah. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 14 Tahun 2017, Kepuasan 

Masyarakat merupakan hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap 

kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan 

publik. 

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan oleh 

Diskominfotik dengan tujuan mengetahui sejauh mana pelayanan publik 

yang telah disediakan juga Mengetahui tingkat kepuasan serta umpan balik 

masyarakat atas pelayanan publik yang telah disediakan. Hal ini dapat 

menjadi pertimbangan utama bagi Dinas Komunikasi, Informasi dan 

Statistika Kota Pasuruan dalam merumuskan kebijakan guna meningkatkan 

kualitas layanan ke depannya. 
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Diskominfotik Kota Pasuruan baru dibentuk pada Tahun 2017 sehingga 

IKM sendiri mulai dilaksanakan pada tahun 2019. Selama rentan waktu 

2017-2018 Diskominfotik belum melakukan survey IKM yang mana pada 

tahun ini merupakan masa persiapan dalam menjalankan kewajiban untuk 

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. 

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Keseluruhan 

Layanan Diskominfotik Kota Pasuruan 

Tahun Nilai Interval 
(NI) 

Nilai Interval 
Konversi 
(NIK) 

Mutu 
Pelayanan 

Kinerja Unit 
Pelayanan 

2019 3,07 76,67 B Baik 

2021 3,24 81,03 B Baik 

2022 3,34 83,69 B Baik 

 
Tabel 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Diskominfotik Kota Pasuruan 

Sumber: Data Diolah Penulis 

 
 

Untuk menilai adanya peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, maka salah 

satu pendekatannya adalah membandingkan hasil yang diperoleh saat ini 

dengan hasil yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya. 

Setelah dilakukan pengolahan data survei dengan mengacu pada 

ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017, maka 

didapatkan nilai IKM untuk keseluruhan layanan Dinas Komunikasi, 

Informasi dan Statistika Kota Pasuruan adalah 3,24 pada tahun 2021. Bila 

dibandingkan dengan IKM sebelumnya yang berada di angka 3,07 pada 
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tahun 2019, maka terjadi peningkatan sebesar 0,17. Secara umum hal ini 

menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota 

Pasuruan telah melakukan perbaikan serta peningkatan kualitas layanan 

demi kepuasan masyarakat. 

Dari hasil perbandingan tersebut di atas, secara umum pelaksanaan 

pelayanan bidang Komifotik oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Kota Pasuruan pada Tahun 2022 dapat dikatakan cukup baik, 

karena mengalami peningkatan menjadi 3,24 (83,67). Hasil kategori baik 

harus dan mampu untuk dipertahankan oleh Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik Kota Pasuruan sehingga tetap konsisten dalam memberikan 

pelayanan, baik kepada masyarakat maupun kepada SKPD. Sedangkan di 

tahun 2020 Diskominfotik sendiri tidak melakukan survey kepuasan 

terhadap masyarakat mengingat di tahun tersebut merupakan tahun masa 

Covid-19 yang pada saat itu meningkat, sehingga tidak memungkinkan 

untuk melakukan survey. Selain karena hal itu pendanaan untuk survey di 

cut oleh pemerintah yang mana pendanaannya dialihkan untuk program 

Kesehatan. 

Permasalahan ini menjadi sangat strategis apabila dikaitkan dengan 

peran pemerintah untuk memberikan dukungan informasi yang dikelola 

oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, sedangkan masyarakat 

menghendaki penyediaan informasi yang mudah, cepat dan akurat. Terdapat 

beberapa peneliti sebelumnya yang pernah melakukan penelitian dengan 

topik implementasi kebikan KIP pada tiang daerah. Penelitian pertama 
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yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah mengangkat topik 

kajian tentang Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan 

Informasi Publik di Pemerintah Kota Bandung kepada warga kota. 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 yang dilakukan oleh Agus 

Setiaman, Dadang Sugiana dan Jimi Narotama M. Tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian tersebut adalah untuk menjelaskan bagaimana bentuk 

informasi yang disediakan oleh Pemerintahan kota Bandung dalam upaya 

mengimplementasikan keterbukaan informasi publik kepada 

masyarakatnya, dan juga untuk menjelaskan bagaimana pemerintahan kota 

Bandung mengoptimalkan sumber daya dalam implementasi keterbukaan 

informasi publik. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut 

menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat kota Bandung tidak 

memahami tentang keterbukaan informasi publik karena msayarakat kota 

Bandung tidak memahami apa saja bentuk informasi yang digunakan oleh 

pemerintahan kota Bandung dalam upaya implementasi keterbukaan 

informasi publik. Salah satu contoh dari kurangnya pemahaman masyarakat 

terhadap hal tersebut adalah sebagian masyarakat kota Bandung mengetahui 

bahwa setiap ada pembangunan sarana publik maka selalu tersedia 

pengumuman tentang batas waktu, pengerjaan, biaya dan sebagainya tetapi 

masyarakat tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupakan upaya dari 

implementasi keterbukaan informasi publik. Hal tersebut dapat terjadi 

karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerimtaham kota 

Bandung terkait dengan keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat 
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kurang memahami berbagai upaya yang dilakukan pemerintahan kota 

Bandung dalam rangka implementasi kebijakan keterbukaan informasi 

publik. (Setiaman, Sugiana dan Narotama, Jurnal Kajian Komunikasi, No. 

2, Desember 2013 

Penelitian kedua dengan judul Implementasi Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya mencipatakan Good 

Governance (Kajian Tiga Badan Publik: Bappeda, DPKAD dan Dinas 

Pendidikan Kota Semarang) oleh Rizki Dwi Prabowo pada tahun 2014. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pencarian 

data melalui wawancara dan dokumentasi kemudian data tersebut dianalisis 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah secara tidak langsung untuk 

mendorong pemerintah untuk memenuhi hak-hak masyarakatnya terkait 

dengan keterbukaan informasi publik, sehingga dengan demikian 

diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good govermance). 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah menjelaskan bahwa 

pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan publik tidak berjalan dengan 

efektif. Dari ketiga badan publik yang menjadi objek dalam penelitian ini, 

Dinas Pendidikan merupakan Badan Publik yang paling lengkap dalam 

penyajian informasi publik dibandingkan dengan BAPPEDA dan DPKAD. 

Kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik 

dilandaskan oleh kurang maksimalnya sosialisasi terkait implementasi UU 

tersebut oleh Humas Pemerintahan Kota Semarang sehingga petugas terkait 

kurang memahami bagaimana pelaksanaan dari kebijakan keterbukaan 
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informasi tersebut. Selain itu keterbatasan personil dan anggaran juga 

menjadi alasan lain mengapa pelaksanaan UU KIP tersebut belum berjalan 

secara maksimal. (Prabowo, Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas 

Diponegoro, No. 2, 2014). 

Penelitian ketiga dengan judul Beberapa kendala implementasi tugas 

dan fungsi komisi informasi provinsi kalimantan selatan. Jurnal Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik oleh Tamliha Harun pada tahun 2016. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pencarian data 

melalui wawancara dan dokumentasi kemudian data tersebut dianalisis. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah secara tidak langsung untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik yang dilakukan oleh aktor formal 

(pemerintah) maupun acktor nonformal (non pemerintah) untuk 

melaksanakan dan merealisasikan program-program kebijakan yang telah 

disahkan, secara nyata agar tujuan dan dampak yang diharapkan dapat 

tercapai. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Ada beberapa 

kendala/hambatan dalam implementasi tugas dan fungsi Komisi Informasi 

Provinsi Kalimantan Selatan. Kendala/hambatan tersebut meliputi 

keterbatasan pada sumber daya manusia (komisioner, kepala sekretariat, dan 

staf sekretariat), keterbatasan pada anggaran; keterbatasan pada sarana 

prasarana; kurangnya dukungan dari Pemerintah Provinsi; lemahnya 

pengetahuan dan pemahaman badan publik serta masyarakat terhadap 

keterbukaan informasi publik. (Tamliha Harun, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Achmad Yani Banjarmasin, As Siyasah, Vol. 1, No. 1, 
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2016). 

 

Terakhir adalah penelitian yang dilakukan terkait dengan topiik kajian 

tentang Analisis Implementasi Kebijakan Undang –Undang Nomor 14 

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publiksi Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (Lipi) oleh Titi Erman dan Yahya Rahmana Hidayat 

berupa Jurnal yang diterbitkan pada tahun 2016. Penelitian ini memiliki latar 

belakang bahwa terdapat indikasi minimnya keseriusan badan publik untuk 

mentaati UU KIP dan hal ini mungkin terjadi karena dipengaruhi faktor– 

faktor komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi yang dimiliki 

badan publik sebagai pelaksana kebijakan. Oleh sebab itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh komunikasi, sumber 

daya, sikap dan struktur birokrasi terhadap keberhasilan implementasi 

kebijakan UU KIP. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif, data yang 

digunakan berupa tanggapan dari pelaksana implementasi UU KIP. Data 

diambil dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan metode 

statistik deskriptif serta analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian 

ini menyimpulkan bahwa Struktur Birokrasi memberikan pengaruh yang 

paling besar terhadap tingkat keberhasilan implementasi kebijakan UU KIP 

dibandingkan dengan pengaruh komunikasi, sumber daya dan sikap. (Jurnal 

Publika Volume 5 Nomor 1, Januari 2016) 

Dari keempat penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam 

penelitian ini, letak kebaruan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

terdapat pada objek yang akan diteliti. Objek penelitian yang akan dilakukan 
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adalah Dinas Komunikasi Informasi dsn Statistik pemerintahan Kota 

Pasuruan yang mana dinas tersebut merupakan dinas yang baru didirikan 

pada tahun 2017. Selain itu, narasumber dalam beberapa penelitian 

terdahulu hanya dilakukan pada internal pemerintahannya saja sedangkan 

dalam penelitian ini, peneliti juga akan mewawancarai beberapa narasumber 

dari masyarakat untuk mengcross chek informasi yang telah diperoleh 

peneliti dari internal pemerintah. 

Dengan adanya penelitian tentang implementasi kebijakan keterbukaan 

informasi publik dapat memberikan kontribusi pada pihak yang 

bersangkutan. Seperti halnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

acuan untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik tentang 

implementasi keterbukaan informasi publik pada masyarakat. Upaya 

melakukan perubahan sistematis dan terencana dalam pengelolaan 

informasi publik adalah sebagai prasyarat utama mewujudkan pemerintahan 

yang baik. Dalam kaitannya dengan penyediaan informasi publik, secara 

umum manfaatnya adalah menjamin hak masyarakat untuk ikut serta dalam 

pembangunan dengan mengetahui proses pembuatan kebijakan hingga turut 

serta dalam mengevaluasi kebijakan. Manfaat Implementasi perlu 

memperhatikan: ruang lingkup, kepentingan organisasi pelaksana dan 

kepentingan masyarakat, hal ini diharapkan implementasi kebijakan dapat 

terarah sesuai dengan tujuan organisasi. Kontribusi yang dapat dihasilkan 

dalam penyelenggaraan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik adalah 

merubah mindset pimpinan yang selama ini tertutup akan perubahan 
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menjadi terbuka. Manfaat yang dihasilkan semakin membuka mindset dan 

cakrawala pimpinan terkait keterbukaan dan keterbukaan ini juga didukung 

oleh berkembangnya teknologi informasi dan internet, system aplikasi dan 

seterusnya itu mendorong. 

Dengan berubahnya mindset pimpinan maka akan diikuti oleh bawahan, 

sehingga terjadi internalisasi nilai-nilai keterbukaan dalam badan publik. 

Dengan adanya kebijakan Keterbukaan Informasi Publik masyarakat dapat 

mengetahui apa saja yang menjadi program pemerintah sehingga 

mengurangi konflik dari masyarakat. Dengan masyarakat mengetahui 

rencana kerja pemerintah maka masyarakat dapat turut serta dalam 

mendukung dan mengawasi kinerja pemerintah. Hal ini akan mengurangi 

resistensi masyarakat dari setiap kebijakan yang diambil karena adanya 

kejelasan atau masyarakat menjadi “terang”. Manfaat yang dihasilkan dari 

kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada sudut pandang Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu menjadi landasan dalam mengakses 

dokumen perencanaan dan anggaran kegiatan pemerintah. Dokumen 

tersebut berisi daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu 

tahun anggaran. Apabila masyarakat dapat mengakses hal tersebut, 

masyarakat menjadi paham arah pembangunan dalam satu tahun anggaran, 

melihat konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat memonitor 

pelaksanaan kegiatan pemerintah. Dalam penelitian ini, model 

implementasi kebijakan tersebut, pada penelitian ini peneliti akan 

menganalisis UU KIP No 14 Tahun 2008 tentang 
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Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan menggunakan model 

implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Model ini 

memiliki keunggulan yakni dapat mewakili model-model implementasi yang 

lain karena adanya beberapa kesamaan variabel, mudah dipahami karena 

modelnya sederhana dan sering dipergunakan untuk menganalisis 

implementasi kebijakan oleh beberapa peneliti, dan dapat digunakan sebagai 

alat mencitra implementasi kebijakan atau program di berbagai tempat dan 

waktu. Pada dasarnya tidak ada pilihan model yang terbaik, yang ada adalah 

pilihan-pilihan yang harus dipilih secara bijaksana sesuai dengan kebutuhan 

kebijakannya sendiri. Dalam penelitian ini fokus penelitian lebih tertuju pada 

lembaga atau organisasi Dinas Komunikasi Informasi dan Statisik yang lebih 

menekankan pada unsur-unsur pokok dalam sebuah organisasi terutama 

sumber daya, dan struktur birokrasi, termasuk disposisi dan komunikasi. 

Adapun model implementasi kebijakan yang paling detil membahas tentang 

hal tersebut adalah model yang diajukan oleh George C. Edward III. Artinya 

sukses tidaknya implementasi UU KIP No 14 Tahun 2008 tentang Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat bergantung terhadap organisasi 

pelaksana (implementor) yang dalam penelitian ini adalah Dinas Komuniaksi 

Informatika dan Statistik Kota Pasuruan yang dipengaruhi secara langsung 

dan tidak langsung dari komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, dan 

struktur birokrasi dari kedua organisasi tersebut. 

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan 

dalam penelitian tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan 
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Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pemerintah Kota Pasuruan”. 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi studi dalam penelitian. 

Sehingga objek yang diteleti setujuan pada masalah penelitian, tidak 

menyimpang terlalu luas. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tahapan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 

Pemerintah Kota Pasuruan dalam mengimplementasi kebijakan UU KIP 

No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)? 

2. Hambatan apa saja yang muncul dalam implementasi kebijakan UU KIP No 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)? 

3. Bagaimana keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan UU KIP 

No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan 

tentang implementasi kebijakan UU KIP No 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Pemerintah Kota Pasuruan. 

1. Menganalisis tahapan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 

Pemerintah Kota Pasuruan dalam mengimplementasi kebijakan UU KIP 

No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)? 

2. Mendeskripsikan hambatan apa saja yang muncul dalam implementasi 

kebijakan UU KIP No 14 Tahun 2008 tentang Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (KIP) 
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3. Memahami keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan UU KIP 

No 14 Tahun 2008 tentang Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 

D. Asumsi Penelitian 

 

Adapun asumsi yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pasuruan 

mengimplementasikan kebijakan UU KIP No 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

2. Terdapat hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan UU KIP No 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

3. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pasuruan berhasil 

dalam mengimplementasikan kebijakan UU KIP No 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

E. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi 

beberapa hal, yakni: 

1. Secara ilmiah, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang 

transparansi informasi 

2. Secara praktis, menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan bagi 

pengembangan ilmu administrasi publik (sekaligus sebagai masukan berupa 

ide dan maupun saran) dan disiplin ilmu khususnya dalam bidang Ilmu 

Administrasi Publik. 

3. Bagi Badan Pemerintah 

 

Memberikan saran atau masukan kepada badan pemerintah dan sebagai 
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bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada saat 

merealisasikan kebijakan transparansi informasi 

4. Bagi Pihak Lain 

 

Untuk menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang tertarik dengan 

bidang ini dan dapat menambah informasi dan referensi agar bermanfaat 

bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 

5. Bagi Mahasiswa 

 

Sebagai pengetahuan mahasiswa untuk mengembangkan ilmu yang 

berhubugan dengan Transparansi Penyajian Informasi 

F. Penegasan Istilah 

 

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan 

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 

bertindak. 

2. UU KIP No 14 Tahun 2008 adalah undang-undang yang menggarisbawahi 

dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan 

penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh 

Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah salah satu ciri penting negara 

demokratis yang menjunjung tinggi kedaulat an rakyat yang pada dasarnya 

bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi 

publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan 

masyarakat informasi. 



 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisis pada bab V, maka penelitian ini dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tahapan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Kota 

Pasuruan dalam mengimplementasi kebijakan UU KIP No 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 

Jika dalam teori Dunn dalam (Leo Agustino:2017) mengungkapkan 

tahap-tahap pembuatan kebijakan publik yang terbagi menjadi 5 tahap yaitu 

: Penyusunan Agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi/Legitimasi Kebijakan, 

Implementasi Kebijakan, Penilaian/Evaluasi Kebijakan. Maka tahapan yang 

dilakukan oleh Diskominfotik dalam upaya mengimplementasikan UU KIP 

No.14 Tahun 2008 yaitu: 

a. Identifikasi Isu Strategis dalam Upaya Implementasi KIP 

Adapun isu strategis yang telah diidentifikasi meliputi: 

1. Masih kurang efektifnya publikasi aktivitas pemerintah daerah 

pada media cetak, media elektronik dan media social 

2. Belum optimalnya pengelolaan website Pemerintah Kota 

 

3. Belum dimilikinya sarana pelayanan informasi publik yang 

terintegrasi sebagai sebuah perwujudan SMART CITY 

131 
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4. Belum diberdayakannya Kelompok Informasi Masyarakat 

(KIM) sebagai kepanjangan tangan Kominfo di tingkat kelurahan 

5. Belum terintegrasinya data sektoral untuk menyusun statistik 

pembangunan 

6. Belum adanya komitmen di tingkat kota untuk transparansi 

pemerintahan melalui PPID dalam rangka rencana aksi daerah 

untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi 

7. Masih rendahnya pemanfatan data dan statistik pembangunan 

sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan 

b. Rencana Tindak Lanjut dalam Mendorong Upaya Implementasi KIP 

 

1. Membuat Regulasi Terkait Pelaksanaan KIP 

 
2. Membuat Struktur yang Melaksanakan Kebijakan KIP 

 
c. Strategi atau Program dalam Mendorong Upaya Implementasi 

Keterbukaan Informasi Publik di Kota Pasuruan 

1. Program Pengembangan Informasi , Komunikasi Dan Media 

Massa 

2. Program Pengembangan Data dan Statistik 

 
3. Program Pengembangan Data Dan Aplikasi E-Government 

 
d. Hasil Pelaksanaan Kebijakan/Program dalam Mendorong Upaya 

Implementasi KIP 

1. Telecenter 
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2. Media On-Line 

 
3. Pengaduan Masyarakat Secara On Line 

 
4. Pemanfaatan Data Statistik Bagi Perencanaan Pembangunan 

 
2. Hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan UU KIP No 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

Berdasarkan temuan penelitian dan juga analisis yang dilakukan dengan 

menggunakan teori implementasi kebijakan yang melibatkan 4 faktor yaitu 

komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut; 

a. Komunikasi: Dari hasil temuan dan analisis yang sudah dilakukan oleh 

peneliti, maka dapat diketahui bahwa komunikasi antara pembuat 

kebijakan dengan para implementor sudah berjalan dengan cukup baik, 

selain itu komunikasi antara implementor dan media lokal di Kota 

Pasuruan juga sudah cukup baik. Juga adanya program KIM (kelompok 

Informasi Masyarakat) dimana petugas sebagai implementor 

melakukan komunikasi secara langsung dengan bentuk sosialisasi 

kepada para pengelola KIM untuk menginformasikan apabila terdapat 

kebijakan-kebijakan baru, sehingga pengelola KIM ditingkat 

kecamatan dan kelurahan kota Pasuruan dapat memenuhi kebutuhan 

informasi apabila masyarakat secara langsung mendatangi kantor 

kecamatan atau kelurahan untuk mencari informasi publik. 

b. Sumber Daya: Dinas Faktor sumber daya dalam implementasi 
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kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh petugas 

seksi pelayanan informasi publik belum terpenuhi dengan baik, dari 

mulai jumlah staf hingga fasilitas yang menunjang dalam kinerja 

petugas. Terlebih lagi kekurangan faktor tersebut dapat menimbulkan 

hambatan seperti data yang sudah dipaparlan sebelumnya oleh peneliti. 

Meskipun demikian petugas tetap menjalankan tugasnya dengan 

maksimal terlihat dari selalu updatenya informasi pada media sosial 

yang dikelola. 

c. Disposisi: Faktor disposisi dalam implementasi kebijakan keterbukaan 

informasi publik yang dilakukan oleh seksi pelayanan informasi publik 

sudah cukup terpenuhi dengan baik karena petugas sudah memiliki 

sikap-sikap yang dapat menunjangn terciptanya implementasi 

kebijakan yang baik 

d. Strukur Birokrasi: Adanya SOP dan koordinasi yang dilakukan oleh 

petugas dalam mengimplemntasikan kebijakan keterbukaan informasi 

publik sudah cukup memenuhi kebutuhan faktor  struktur birokrasi 

seperti yang dipaparkan oleh Edwards dalam teori Implementasi 

Kebijakan 

3. Keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan UU KIP No 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

a. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan mampu 

menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan 

kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan 
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keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. 

 

b. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan mampu 

mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

kebijakan publik. 

c. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan mampu 

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan 

publik dan pengelolaan badan publik yang baik. 

d. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan mampu 

mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, 

efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan. 

e. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan mampu 

mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup 

orang banyak. 

f. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan mampu 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi 

di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi 

yang berkualitas. 
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B. SARAN 

 

Dari hasil kesimpulan yang ada, maka saran yang dapat penulis ajukan 

kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan dan 

peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan 

 

Faktor sumber daya. Faktor sumber daya belum sepenuhnya terpenuhi 

dengan baik dalam implementsai kebijakan keterbukaan informasi publik 

yang dilakukan oleh seksi pelayanan informasi publik. Berikut beberapa 

peran yang dilakukan oleh petugas dalam mengimplementasikan kebijakan 

keterbukaan informasi publik; mengumpulkan informasi publik, pembuatan 

konten yang disesuaikan dengan media yang akan digunakan, pemilihan 

media yang tepat, menyebarluaskan informasi publik baik menggunakan 

media maupun sosialisasi langsung dengan pengelola KIM, melakukan 

media relations dengan media lokal kota Pasuruan, dan melakukan evaluasi 

kinerja secara internal untuk mengetahui apa saja kinerja yang harus 

diperbaiki dan harus ditingkatkan 

Hendaknya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan 

memenuhi faktor sumber daya yang sangat berpengaruh dalam 

mengimplementasikan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP. Sehingga lebih 

maksimal dalam mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang berlangsung 

dijajaran pemerintahan kota Pasuruan. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Penelitian terdahulu dan referensi terkait konteks penelitian ini cukup 

sulit untuk didapat. Mengadopsi indikator penelitian pada bidang lain 

seperti hukum, dapat dilakukan namun perlu dilakukan penyesuaian dan 

dipilih secara selektif agar hasil penelitian dapat mendukung teori, referensi 

dan penelitian yang ada. 

Namun hal tersebut bukan berarti tidak ada sama sekali, peneliti 

selanjutnya perlu lebih cermat mencari dan memilihan indikator yang sesuai 

dengan lokasi penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat. 

Gunakan sumber-sumber yang baik dan jelas sertasusun item pertanyaan 

yang mudah dipahami oleh responden agar tidak terjadi miss-understanding 

dalam memaknai item pertanyaan tersebut. Pemberian score pada item 

pertanyaan positif dan negatif juga sangat perlu diperhatikan. 
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